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ABSTRAK 
NAMA : Akhmad Nur Hanif 
NIM  : 306001110 
JUDUL : PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN 
GOWA TAHUN 2017 
 
 Skripsi ini berjudul “PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN 
GOWA TAHUN 2017”. Judul ini dilatar belakangi oleh perencanaan pemerintahan Bajeng Barat 
nampaknya hal ini tidak lepas dari kurangnya partisipasi masyrakat. Adapun rumusan masalah 
yang di angkat yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di 
kecamatan bajeng barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat alamiah yang berkembang dalam objek apa adanya. 
Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan dua teori yaitu teori 
partisipasi politik dan pembangunan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam proses 
pembangunan infrastruktur di kecamatan bajeng barat kabupaten gowa pada tahun 2017 ada tiga 
yaitu bentuk partisipasi masyarakat di kecamatan bajeng barat, faktor-faktor penyebab rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan pembangunan infrastruktur dan tanggapan 
masyarakat terhadap pembangunan di kecamatan bajeng barat. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah kinerja pemerintah di kecamatan bajeng barat 
memberikan kesan baik di masyarakat walaupun masyarakat kurang terlibat berpartisipasi dalam 
berbagai bentuk pembangunan namun menberikan pandangan bahwa pemerintah saat ini cukup 
baik dalam mengelolah berbagai bentuk pembangunnan. 
1 
 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi sejak Undang-Undang 
Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat
1
. Hal ini sejalan dengan pendapat Mariun bahwa dengan 
otonomi daerah tersebut kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah 




Paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang 
signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma 
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah 
pembangunan masyarakat. Pembangunan menjadi proses penalaran dalam rangka 
menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Dalam rangka pemerataan 
pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan 
kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. 
Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa 
yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa 
                                                             
1
Marzali, Amri. Antropologi & Kebijakan Publik ,(Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group,. 2012) h.99. 
2
Mariun. Azas-Azas Ilmu Pemerintahan, (Yogyakarta: Badan Penelitian dan 
Pengembangan Fakultas Sospol UGM,1979). 
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disesuaikan dengan kepentingan nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Pendapat tentang otonomi di atas, juga sejalan 
dengan yang dikemukakan Vincent Lemius bahwa otonomi daerah merupakan 
kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap 
menghormati peraturan perundang-undangan.
3
   
Kualitas otonomi daerah ditentukan pada keterlibatan masyarakat dalam 
mendukung pembangunan di daerahnya sendiri sehingga dengan sendirinya 
aspirasi masyarakat akan muncul sejak dini.
4
 Keterlibatan aktif masyarakat inilah 
yang akan membuat pencapaian pembangunan berhasil pada daerahnya. 
Keinginan aspirasi masyarakat tersebut akan mewujudkan pembangunan yang 
berupaya mengerakkan kondisi masyarakat secara keseluruhan untuk yang lebih 
baik. 
Ayat yang menjelaskan pemerintahan kedaulatan umat islam tertulis dalam 
al-Qur’an surah an-Nisa 4 ayat 135 berbunyi: 
 ْيَدِلاَوْلا ِوَأ ْمُكِسُفنَأ ىَمَع ْوَلَو ِهّمِل ءاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َنيِماَّوَق ْاوُنوُك ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اي نِإ َنيِبَرْقَلأاَو ِن
 ِرْعُت ْوَأ ْاوُوْمَت ن  ِاَو ْاوُلِدْعَت نَأ ىَوَهْلا ْاوُعِبَّتَت َلاَف اَمِهِب ىَلْوَأ ُهّملاَف اًريَقَف ْوَأ اِّيِنَغ ْنُكَي َهّملا َّنَِِف ْاوُضُ
اًريِبَخ َنوُمَمْعَت اَمِب َناَك ﴿٥٣١﴾ 
 
Terjemahnya:  
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
                                                             
3
 Lemius, Vincent. Tentang Otonomi Daerah,(Jakarta: Binapura Aksara,1986) h.51 
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maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan.”5 
 
Adapun penafsiran dari ayat diatas, Tafsir Al-misbah berpendapat bahwa 
hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan 
keadilan pada diri kamu dan kamu laksanakan penuh ketelitian sehingga tercermin 
dalam seluruh aktifitas lahir dan batinmu ayat ini memerintahkan mereka, bahkan 
semua orang untuk melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang 
mendukung atau memberatkan orang lain. berkenaan dengan kasus yang dialami 
nabi Muhammad SAW ketika ada dua orang yang satu kaya dan satunya lagi 
miskin dimata hati Nabi cenderung membela si miskin karena hibah kepadanya 




Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya 
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 
pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 
undang-undang otonomi daerah.
7
 Daerah memiliki kewenangan membuat 
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, 
                                                             
5
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tadjwid & Terjemah, (Jawa Barat : Diponegoro,. 
2012).  
6
 . M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.756-758 
7
 Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Derah Secara 
Langsung, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.161. 
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dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 
rakyat. 
Pemimpin bagi masyrakat merupakan situasi dimana pemimpin menjadi 
penanggung jawab dalam setiap situasi sosial masyrakat. Hal ini di jelaskan dalam 
Qur’an surah Asyura’ ayat 151 yang berbunyi 
 ْلا َرْمَأ اوُعيِطُت َلََو َنيِفِرْسُم 
Terjemahnya: 
“dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati 
batas,”8 
 
Penjelasan ayat diatas dengan objek kajian yang saya teliti merupakan 
adanya kesinambungan kemudian diperjelas pula dengan penafsiran tafsir al-
misbah yakni setelah mengecam, nabi Hud as. Melanjutkan nasehatnya dengan 
mengajak ummatnya bertakwa sambil mengingatkan aneka anuggrah ilahi, 
semoga dengan mengingatnya mereka akan sadar dan memperbaiki diri. para 
pemimpin dan para pembesar mereka yang menyuruh mereka untuk membuat 
kemusyrikan dan kekufuran dan menantang kebenaran. Sesuai penafsiran tersebut 
bagaimana kita supaya menilai para pemimpin agar tetap pada garis kebenaran 
agar kita tidak terjerumus kepada kemusyrikitan.
9
 
Dasar proses partisipasi masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan 
masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kesadaran 
                                                             
8
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tadjwid & Terjemah,  
9
 . M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002). h 299-300 
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mereka menjadi lebih baik. Proses menggunakan dan mengakses sumber daya 
setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 
Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrumen yang memberikan 
peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan 
potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 
pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah. 
Jadi keikutsertaan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan akan memberikan 
sumbangan yang besar bagi masyarakat itu sendiri, karena akan memberikan 




Ayat yang membahas tentang pengambilan kebijakan dan keputusan 
dalam al-Qur’an surah Asy Syura ayat 38 
 َنوُقِفْن ُي ْمُهاَن ْقَزَر اَّمَِو ْمُه َن ْ ي َب ىَروُش ْمُُهرَْمأَو َةلاَّصلا اوُماََقأَو ْم ِهبَِّرِل اُوباَجَتْسا َنيِذَّلاَو 
Terjemahnya: 
 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 
yang Kami berikan kepada mereka.
11” 
Hadis yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan 
berbunyi sebagai berikut; 
 َمّمَس َو ِهْيَمَع ﵀ُا ّىمَص ﵀َا ُلْوُسَر َلاَق  اَمُكُتْفَمَتْخااَم ِةَرْوُشَم ىِف اَمَنْعَمَتْجاِوَل :َرَمُع َو ِرْكَب ىِب ِلِ 
Artinya: 
                                                             
10
  Juliantara, Dadang. Mewujudkan Kabupaten Partisipatif,( Pembaruan, Yogyakarta: 
Pembaruan 2004).h.42 
11
 Departemen Agama RI.  Al-Qur’an Tadjwid & Terjemah, Diponegoro, Jawa Barat. 2012. 
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 Telah bersabda Rasulullah SAW. Kepada Abu Bakar dan Umar : “Apabila 




Ayat dan hadist diatas yang membahas pengambilan kebijakan dan 
keputusan merupakan pijakan dasar-dasar dalam pengambilan keputusan  
kehidupan melalui musyawarah mufakat, sehingga pencapaian win-win solution 
dapat tercapai tanpa adanya percecokan atau kesalah pahaman. Usul yang di 
kemukakakn dalam tafsir al-misbah sebagai anjuran dari pada petugas firaun 
kepada para penyihir itu agar melakukan segala upaya untuk mengalahkan nabi 
musa as, agar para penganjur itu memihak dan mendukung para penyihir dan pada 
gilirannya mereka memeroleh kedudukan di sisi firaun.
13
 
 Keputusan inilah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang 
ingin dicapai. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan 
memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menetukan sendiri apa yang 
menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. 
Sejalan dengan partisipasi politik, kemampuan, kualitas, dan kemandirian 
berpolitik oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan 
sehingga dapat menjalankan peranannya secara mantap dalam tatanan kehidupan 
politik. Sesuai dengan amanat yang diemban dalam undang-undang nomor 32 
                                                             
12
 http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/10013/.(HR al-Bukhari, Shahîh al-Bukhâriy,IV/6, 
hadits no. 2751 dan HR Muslim, Shahîh  Muslim, VI/7, hadits no. 4828) . Di akses pada 13 
Februari 2017. 
13
  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002) h 221-222 
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tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan 
pelaksanannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas.
14
 
Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi 
masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu 
memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rakyat harus menjadi 
pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat 
merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah 
yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati 
produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan 
dilaksanakan. 
Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara 
matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam 
rangka pencapaian yang telah ditentukan
15
. Perencanaan yang baik dan matang 
akan melahirkan hasil yang baik pula. Oleh karena itu dalam pembangunan harus 
melibatkan semua pihak yang di dalamnya bukan sebagai objek tetapi sebagai 
subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Pengikutsertaan masyarakat dalam 
perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk 
menampung dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan yang beragam. 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat memberikan arti bahwa upaya 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat 
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membawa keuntungan, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan 
efesien, disamping kita juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan 
masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah. Dalam kaitan 
dengan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Bajeng Barat menunjukan 
kecenderungan kurangnya bentuk atau pola partisipasi politik yang demokratis. 
Menegaskan bahwa partisipasi politik masyarakat serta pengaruhnya terhadap 
pembuatan kebijakan mempunyai hubungan erat dengan artikulasi-aspirasi 
masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa aspirasi yang tidak lain adalah 
kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang kurang dirasakan oleh 
masyarakat, adalah merupakan motif yang mendorong mereka untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan. Pengertian artikulasi aspirasi ini, antara lain 
dapat diwujudkan dengan mengikut-sertakan masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam proses pembuatan kebijakan atau proses pembuatan rencana pembangunan 
dan secara tidak langsung dimana kebijakan-kebijakan tersebut sudah merupakan 
artikulasi aspirasi atau perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan yang sedang 
dirasakan oleh masyarakat. 
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung 
kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus saling mampu 
bekerja sama. Tanpa melibatkan masyarakat pembangunan hanya akan 
melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat dan 
pengalihan dana pembangunan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
sendiri di Kecamatan Bajeng Barat. 
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Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa merupakan salah satu 
Kecamatan baru yang ada di Kabupaten Gowa. Kecamatan ini merupakan salah 
satu Kecamatan yang menjadi sasaran pembangunan di Kabupaten Gowa. Karena 
berdasarkan pengamatan awal penulis terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan 
di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa belum terkoordinasi secara optimal 
oleh aparat pemerintah penyelenggara pembangunan, sehingga penyelenggara 
pembangunan di Kecamatan Bajeng Barat belum didukung oleh pertumbuhan 
sarana dan prasarana yang sesuai dengan harapan masyarakat. 
 Pelaksanaan pembangunan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini 
terlihat masih banyaknya fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang belum 
diperbaiki seperti jalan raya dan jembatan, sarana dan prasarana teknis lainnya 
seperti perbaikan kantor PKK yang terlihat belum memadai. Kondisi 
pembangunan di Kecamatan Bajeng Barat seperti yang diuraikan diatas, tentunya 
akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. 
Rendahnya tingkat pertumbuhan pembangunan yang terdapat di Kecamatan 
tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara 
Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan 
Bajeng Barat, dengan kurangnya sosialisasi dan koordinasi tersebut 
mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan di masing-masing desa. 
Sejauh ini, partisipasi masyarakat Bajeng Barat masih terbatas pada 
keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, 
padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan 
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tetapi juga mulai dari tahap perencanaan pengambilan keputusan. Adapun faktor-
faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi politik masyarakat Bajeng Barat 
dalam pembangunan yaitu kurangnya pengetahuan tentang politik, kurangnya 
sosialisasi aparat pemerintahan terhadap masyarakat Bajeng Barat, sibuknya 
masyarakat, rendahnya pendidikan, dan kurangnya kepercayaan diri masyarakat 
dalam mengeluarkan gagasan tentang pembangunan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian ini dengan judul penelitian yang akan di ambil penulis: 
“Partisipasi Politik Masyarakat dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan 
Bajeng Barat Kabupaten Gowa)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah penulis gambarkan 
di atas, maka penulis memutuskan untuk membahas masalah sebagai berikut ini: 
Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di 
Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa? 
C. Fokus Penelitian  
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitianya mengenai respon 
dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur 
Kecamatan serta respon masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di 





D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan akan dicapai melalui penelitian ini antara lain 
sebagai berikut: 
1. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di 
Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 
2. Mengetahui respon masyarakat Bajeng Barat terhadap pembangunan 
infrastruktur di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 
Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dapat tercapai melalui 
penelitian ini antara lain: 
a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi 
pengembangan konsep keilmuan, khususnya dibidang kajian yang 
berhubungan dengan kebijakan da lam partisipasi politik masyarakat terhadap 
pembangunan. 
b. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini dapat membuka cakrawala pikir dan 
menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai 
partisipasi politik masyarakat terhadap pembangunan. 
c. Kegunaan bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan cakrawala pikir dan 
menjadi bahan sumbangan pemikiran dan tenaga dalam membangun serta 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 
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E. Tinjauan Pustaka 
Beberapa karya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 
penulis yaitu: 
1. Hasil penelitian “Analisis 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Menunjang Pembangunan 
Desa di Kecamatan Tongauna 
Kabupaten Konawe” , oleh 
Fistarisma Ishak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat partisipasi masyarakat dan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan di 
Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe 
Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif kualitatif dan yang 
menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah Kepala Keluarga (KK) dengan 
sampel 60 responden dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data secara observasi, 
wawancara, kuisioner dan dokumen. 
Teknik penarikan sampel secara sengaja 
dengan pertimbangan responden yang 
dipilih dianggap mengetahui seberapa 
besar tingkat partisipasi masyarakat, 
selanjutnya dianalisis secara deskriptif. 
Partisipasi masyarakat merupakan bagian 
penting, oleh karena itu keterlibatan 
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anggota masyarakat dalam pembangunan 
diharapkan dapat memberikan efek yg 
lebih signifikan dalam pelaksanaan serta 
memberikan kesempatan kewenangan yang 
lebih luas kepada masyarakat. Dalam 
penelitian ini partisipasi yang dimaksud 
yaitu partisipasi masyarakat dalam 
menunjang pembangunan desa. 
Pembangunan desa adalah proses kegiatan 
pembangunan yang berlangsung di desa 
yang mencakup seluruh aspek kehidupan 
dan penghidupan masyarakat. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan di 




2. Hasil penelitian “Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pelaksanaan 
Pembangunan di Kelurahan 
Pa’baeng-baeng Kecamatan 
Tamalate Kota Makkassar” oleh 
Menjelaskan bahwa peran serta masyarakat 
dalam pelaksanaan pembangunan daerah 
merupakan salah satu syarat mutlak pada 
era kebebasan dan keterbukaan ini. 
Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti 
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Sulaeha. telah menyebabkan terjadinya deviasi yang 
cukup signifikan terhadap tujuan 
pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan 
upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Pemborosan keuangan negara 
merupakan implikasi lain deviasi tersebut. 
Proses pelibatan partisipasi masyarakat 
lokal dalam implementasi proyek-proyek 
pembangunan di tingkat kabupaten atau 
kota, terbukti telah berhasil bahwa 
perubahan mendasar dalam peningkatan 
kesejahteraan keluarga. 
Kegiatan yang ada di masyarakat 
Pa’baeng-baeng yakni untuk 
pengembangan ekonomi di kelurahan ini 
ibu rumah tangga mendapat pelatihan 
seperti menjahit, tata rias, pelatihan 
otomotif, dan pelatihan komputer. 
Sementara untuk pria pengangguran akan 
di beri keterampilan seperti pertukangan 
dan pengelasan. Khusus untuk program 
rencana pengembangan sosial budaya yaitu 
mengadakan kegiatan-kegiatan yang 
15 
 
mengasah keterampilan pemuda seperti 
kerja bakti untuk masyarakat 
umum.Program rencana pengembangan 
lingkungan, di daerah ini akan di buat 
ruang terbuka hijau seperti taman bermain, 








Lapaukke Kec. Pammana Kab. 
Wajo Tahun 2014” oleh 
Edisman. 
Yang mengatakan bahwa pembangunan 
Indonesia merupakan aspek penting yang 
tercantum dalam UUD 45, yang meliputi 
seluruh aspek kehidupan yakni ekonomi, 
politik, sosial budaya dan pertahanan 
keamanan, yang dilakukan mulai dari 
tingkat nasional hingga tingkat desa, di 
mana perencanaan merupakan salah satu 
faktor yang menentukan hasil 
pembangunan. Oleh karena itu, 
pembangunan desa harus dilakukan secara 
terencana dengan baik dan harus 
menyentuh kebutuhan masyarakat desa 
dengan meningkatkan kesadaran dan 
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partisipasi aktif dari seluruh masyarakat 
dalam menunjang suksesnya pelaksanaan 
program pembangunan. Salah satu bentuk 
perencanaan pembangunan di desa yang 
dalam pelaksanaannya membutuhkan 
partisipasi aktif dari masyarakat yaitu 
musyawarah perencanaan pembangunan 
(MUSRENBANG). 
Hasil penelitian tersebut  disimpulkan 
bahwa tingkat pertisipasi masyarakat dalam 
Musyawarah perencanaan pembangunan 
(MUSRENBANG) Desa Lapaukke 
terbilang cukup baik karena masyarakat 
sudah mengetahui kapan pelaksanaan dan 
ikut serta dalam musyawarah tersebut serta 
ikut memberikan sumbangsih pemikiran. 
Namun masyarakat Desa Lapaukke belum 
bisa memberikan ide-ide kreatif yang dapat 
meningkatkan taraf perekonomian, karena 
masih sama dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Terdapat faktor yang dapat 
mempengaruhi tingkat partisipasi 
msayarakat Desa Lapaukke dalam 
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Musyawarah perencanaan pembangunan 
desa yaitu Faktor internal: seperti kemauan 
sendiri, pendidikan, dan ekonomi, faktor 




4. Hasil penelitian “Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Pembangunan di Kecamatan 
Bontomatene Kabupaten 
Kepulauan Selayar” oleh Andi 
Ripai. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengatahui tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan di 
Kecamatan Bontomatene Kabupaten 
Kepulauan Selayar dan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
di Kecamatan Bontomatene Kabupaten 
Kepulauan Selayar. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe 
penelitian deskriptif yaitu suatu tipe 
penelitian yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai data yang ada 
di lapangan tentang partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan di Kecamatan 
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Bontomatene Kabupaten Kepulauan 
Selayar. Pengumpulan data yang dilakukan 




5. Hasil penelitian Irma 
Purnamasari mengenai “Studi 
Partisipasi Masyarakat dalam 
Perencanaan Pembangunan di 
Kecamatan Cibadak Kabupaten 
Sukabumi”. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis proses 
perencanaan pembangunan di Kecamatan 
Cibadak Kabupaten Sukabumi; 
mendeskripsikan dan menganalisis 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan 
pembangunan di Kecamatan Cibadak 
Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan 
tujuan  utama mendeskripsikan atau 
melukiskan secara terperinci dan mendalam 
mengenai partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan pembangunan di Kecamatan 
Cibadak Kabupaten Sukabumi. Dari hasil 
dapat di simpulkan bahwa pertama proses 
perencanaan pembangunan belum 
dilaksanakan dengan baik di Kecamatan 
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Cibadak Kabupaten Sukabumi, kedua 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan 
pembangunan di Kecamatan Cibadak 
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A. Kerangka Teori 
1. Partisipasi Politik 
 
Rowe dan Freyer menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses 
konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan 
keputusan dan membentuk kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab 
untuk pembangunan kebijakaan.
21
 Lebih lanjut Sihombing menjelaskan bahwa 
partisipasi masyrakat adalah hak dasar manusia untuk ikut berpartisipasi 
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menyajikan 
harapan kemerdekaannya sendiri. 
Pengertian partisipasi selalu di identikkan dengan peran serta. Seorang 
ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi 
yang dikutip oleh R.A. Santoso Sastropoetro sebagai berikut: 
“Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran 
atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong 
untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai 
tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. 
Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan 
dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan 
atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan 
perasaannya.”22 
 
Menurut Gordon W. Allport. mengenai partisipasi menyatakan bahwa, 
uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri dan tidak 
                                                             
21
  Rowe, Gene and Lynn J. Frewer. 2004. Evaluating Public-Participation Exercises: A 
Research Agenda. Science, Technology, & Human Values, Vol.29, No.4, pp. 512-557. 
22
 Sastropoetro, Santoso R.A. Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam 
Pembangunan Nasional, (Bamdung : Alumni, 1988),h.12. 
21 
 
semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja.
23
 dan sedangkan 
menurut Kafler dalam Mulyono mengenai partisipasi adalah sebagai berikut: 
“Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang 
mencurahkan baik secara fisik maupun mental dan emosional. Partisipasi fisik 
merupakan partisipasi yang langsung ikut serta dalam kegiatan tersebut. 
Sedangkan kegiatan partisipasi secara mental dan emosional merupakan 
partisipasi dengan memberikan saran, pemikiran, gagasan dan aspek mental 
lainnya yang menunjang tujuan yang diharapkan”.24 
Uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri dan 
tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, ketiga unsur 
partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, 
tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan 
dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. 
Menurut Soetrisno bahwa secara umum, ada dua jenis definisi partisipasi 
yang beredar di masyarakat, yaitu: 
a. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap 
rencana/proyek yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. 
Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini pun diukur 
dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik 
berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan. 
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b. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat 
antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, 
melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. 
Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak 
hanya dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga 
dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menetukan arah dan tujuan proyek 
yang akan dibangun di wilayahnya. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada 
tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan 
hasil proyek itu. 
25
 
Substansi partisipasi merupakan makna terdalam yang ada pada konsep 
partisipasi itu sendiri. Eko Sutoro dalam bukunya Reformasi Politik dan 
Pemberdayaan Masyarakat menggagas tiga substansi dari partisipasi yang terdiri 
dari voice, akses, dan control.
26
 Sementara itu, partisipasi masyarakat menurut 
Soemarto adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial 
dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, 
pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi 
kehiduapan mereka. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan 
dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan 
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terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri 
yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
27
 
2. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat 
Keith Davis mengemukakan pula tentang bentuk partisipasi, yaitu: 
a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. 
b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang. 
c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honornya berasal 
dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar 
lingkungan tertentu (dermawan atau pihak ketiga), dan itu 
merupakan salah satu partisipasi dan langsung akan dirasakan oleh 
masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa tersebut. 
d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai 
sepenuhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh komuniti 
dalam rapat desa yang menentukan anggarannya). 
e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang dilakukan oleh tenaga ahli 
setempat.  
f. Aksi massa. 
g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri. 
h. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.28 
 Dalam hal partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa, Ndraha 
juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi yaitu sebagai berikut: (1) 
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partisipasi dalam/melalui kontak yang lain (contact change) sebagai salah satu 
bentuk titik awal perubahan; (2) partisipasi dalam bentuk 
memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam 
arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima 
dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; (3) partisipasi dalam perencanaan 
pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan/penetapan rencana. 
Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam 
masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, 
termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang bersifat 
teknis/desain proyek; (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional 
pembangunan; (5) partisipasi dalam penerima, memelihara dan mengembangkan 
hasil pembangunan yang disebut “participation in beneffitcs”; (6) partisipasi 
dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatkan masyarakat dalam menilai sejauh 
mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana 




Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi, yang bergantung kepada 
situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Menurut Keith Davis dalam 
Sastropoetro (1998) bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut: (a) 
konsultasi dalam bentuk jasa; (b) sumbangan spontan berupa uang atau barang; (c) 
mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan 
individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak 
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ketiga); (d) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh 
komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, rapat desa yang menentukan 
anggaranya); (e) sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga 
ahli setempat; (f) aksi masa; (g) mengadakan pembangunan dikalangan keluarga 
desa sendiri; (h) membangun proyek komuniti yang bersifat otonomi.  
Bentuk-bentuk partisipasi ini dalam kegiatan pelaksanaannya tentunya 
memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam 
melakuakan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau 
partisispasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang 
memerlukan peran serta dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat 
mencapai tujuan. Proses peran Serta atau Partisipasi menggambarkan keterlibatan 
personal dalam bentuk: (1) proses pengambilan keputusan; (2) menetukan 
kebutuhan yang diinginkan; dan (3) menujukan dan mewujudkan tujuan dan 
prioritas yang ingin dicapai.  
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 
Faktor pendukung dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan 
partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dibutuhkan 
dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, 
keseluruhan unsur tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan 
keberadaan pembangunan itu sendiri. 
Angell mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: 
26 
 
a. Faktor Kesadaran/Kemauan. Partisipasi yang timbul karena kehendak dari 
pribadi anggota masyarakat, hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari 
hati nurani sendiri. 
b. Usia. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang 
terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari 
kelompok usia 
menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma 
masyarakat 
yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada 
mereka 
yang dari kelompok usia lainnya. 
c. Jenis kelamin. Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita 
dalam 
pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem 
pelapisan 
sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan  
derajat, akan menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan 
wanita. 
d. Pendidikan. Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk 
berpartisipasi.  Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup 
seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi 
peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 
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e. Pekerjaan dan penghasilan. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain 
karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan 
diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi 
kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk 
berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang 
mapan perekonomian. 
f. Lamanya tinggal. Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu 
dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan 
berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam 
lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung 
lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan 
lingkungan tersebut. 
g. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah 
selakupengemban amanat rakyat untuk membangun memanglah harus 
berperan, terutama pemerintahdaerah dalam hal ini Camat, mereka 
diharapkan mampu mendorong masyarakatuntuk berpartisipasi dalam 
pembangunan desa, mendatangi masyarakatuntuk menghimbau dan usaha 
lainnya.Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun 
warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam 
mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang 
memahami tentang pembangunan desa serta berperan sebagai kontrol sosial 
di tengah masyarakat. 
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h. Peralatan/Fasilitas. Dalam pelaksanaan tugas kepala Kecamatan dan 
perangkatnya, dibutuhkan kantorKecamatan yang merupakan tempat untuk 




 Upaya mencapai tujuan dari suatu kelompok atau organisasi baik yang 
bersifat normal maupun bersifat informal, maka yang menjadi faktor 
pertimbangan pokok adalah tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuan pendirian 
organisasi itu belum tercapai atau sangat sulit dicapai itulah yang menjadi 
hambatan.  
Hambatan atau kendala dalam partisipasi tergantung kepada situasi 
setempat,ada kendala penting dalam partisipasi yaitu : 
a) Pola Pikir Masyarakat.Pola pikir masyarakat yang masih “masa bodoh” yang 
merasa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah merupakan 
salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasimasyarakat dalam 
pembangunan, khususnya pembangunan fisik. Pola pikir masyarakat 
merupakan faktor yang mempengaruhi suatu pembangunan, pola pikir yang 
tertutup, pasif merupakan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan.  
b) Waktu. Masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek apabila mereka 
merasa bahwa proyek berguna. 
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c) Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. Dominasi sektor pertanian 
sebagai matapencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan, 
sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih 
didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Aktivitas usaha dan mata 
pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha 
pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak 
langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja 
di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. 
Peluang usaha di sektor non pertanian belum mendapat sentuhan yang 
memadai dan belum berkembang dengan baik.Kondisi ini mendorong sebagian 
penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, 
sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan 
menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap 
memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha. 
4. Perencanaan Pembangunan 
Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan 
alternatif-alternatif yang berdasarkan data-data yang digunakan sebagai bahan 
untuk melaksanakan suatu kegiatan kemasyarakatan
31
.  
Perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan 
sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, 
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untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara 
lebih efektif dan efisien
32
. 
 Tujuan pembangunan daerah itu sendiri adalah mengurangi disparsi atau 
ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga 
masyarakat (pemerataan dan keadilan), memberdayakan masyarakat dan 
mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, mempertahankan 
atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi 
sekarang dan generasi berkelanjutan. 
Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari pembangunan nasional. Sehingga pembangunan di daerah perlu 
ditingkatkan agar terus tampak adanya kemampuan yang nyata bagi penduduknya, 
dalam rangka partisipasi masyarakat dan dukungannya terhadap pembangunan 
daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. 
Dari uraian diatas, jelas bahwa keikutsertaan masyarakat dalam 
keberhasilan pembangunan daerah tersebut dapat sukses apabila ditunjang dengan 
dana. Disamping itu aparatur Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah 
menurut Sondang P.Siagian pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha 
untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, 
yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan 
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. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. 
Pembangunan fisik adalalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh 
masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata, pembangunan fisik 
misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum
34
. 
 Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan 
pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers yang lebih lanjut 
mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan mempunyai sifat sangat penting:  
a. Masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai 
kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.  
b. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila 
mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan 
lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai 
rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.  
c.  Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan 
suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan
35
.  
 Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kaho yang menjelaskan tentang 4 
hal penting dalam partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, 
antara lain : partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif  yang 
bersifat deskriptif, penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Bajeng Barat 
Kabupaten Gowa. Diharapkan dalam penelitian ini dapat gambaran mengenai 
kondisi yang terjadi di lapangan agar pembaca juga dapat mengetahui bagaimana 
keadaan yang sebenarnya pada lokasi penelitian. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai upaya mengetahui 
berbagai masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti 
adalah Pendekatan Sosiologi poliitk, yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat 
kenyataan/fenomena yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang 
akan diteliti. Pendekatan sosiologi politik relecan digunakan ketika menganalisa 
masalah masyarakat yang memiliki relasi dengan fenomena politik. Sosiologi 




C. Sumber Data 
Beberapa sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
ialah: 
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1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu 
di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Sumber data primer ini adalah 
hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui permasalahan 
yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi 
penelitian. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, jurnal, 
dokumen-dokumen dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek 
penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pembahasan penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup 
sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka 
digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan tinjauan dan 
pengamatan peneliti secara langsung terhadap aspek-aspek yang terkait 
dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanan pembangunan.  
2. Interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab 
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E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini instrument penelitian adalah peneliti sendiri, manusia 
sebagai human instrument, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih  
informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 
data,analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
39
 
F. Deskripsi Fokus 
1. Partisipasi Politik adalah keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu 
sistem politik.
40
dalam penelitian ini partisipasi politik dilihat sebagai 
keterlibatan masyarakat pada sektor pembangunan infrastruktur di Kec.Bajeng 
Barat Kabupaten Gowa. 
2. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan 
bekerja sama,sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang dirinya 
sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Masyarakat yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah merea 
3. Pembagunan Infrastruktur adalah merupakan pembangunan sarana yang dapat 
membantu aktivitas manusia sehingga dapat lebih produktif, dalam penelitian ini 
meliputi posyandu, jalan tani, WC umum, dan lain sebagainya.   
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G. Teknik Penentuan Informan 
Informan Subjek dan informan individu dalam penelitian ini dimaksud 
adalah informan peneliti yang berfungsi untuk menjaring sebanyak-banyaknya 
data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan reposisi 
sebagai temuan peneliti. 
41
 
Proses penentuan informan akan dilakukan dengan cara snowball 
sampling. Prinsip snowball maksudnya peneliti mengambil subjek penelitian 
selanjutnya didasarkan pada petunjuk dari individu sebagai informan pertama tadi 
diminta untuk menunjuk lagi orang yang sekiranya dapat diwawancarai untuk 
menggali informasi yang akurat dan disertai dengan beberapa syarat tertentu atau 
disengaja (purposive). 
 snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula 
jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju. Dalam penentuan sampel, 
pertama-tama dipilih satu atau dua informan, tetapi dengan dua informan ini 
belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari 
informan lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang 
diberikan oleh informan sebelumnya.
42
 
Persyaratan yang digunakan oleh penulis dalam memilih dan menentukan 
informan dalam penelitian: 
1. Informan adalah individu yang secara kependudukan berdomisili di 
Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. 
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2. Informan adalah individu yang sudah memiliki hak politik untuk ikut 
berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. 
Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam 
waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat di jangkau serta untuk 
menghindari terjadinya pengulangan informasi dan data. 
H.  Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Teknik analisis data di lapangan menggunakan langkah-langkah model 
Miles dan Huberman.
43
 Dimana, model yang diperkenalkan yaitu menentukan 
waktupenelitian terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data dan selama 
melakukan wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari 
responden. Darihasil observasi atau pengamatan yang berkaitan dengan relasi 
kekuasaan masyarakatadat dan pemerintah yang resmi dari negara dalam adat 
Bulutana, maka selanjutnyaakan dilakukan beberapa tahapan lagi dalam 
menganalisis data yaitu melalui: 
1. Reduksi Data, yaitu teknik reduksi data ini digunakan ketika data yang 
diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti 
dan terinci. Karena semakin lama masa penelitian maka akan semakin banyak 
pula data yang didapatkan hingga yang dihasilkan permasalahannya semakin 
rumit, oleh karena itu diperlukan reduksi data atau merangkum data dengan 
memilih hal-hal yang pokok agar arah penelitian lebih terfokus. 
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2. Penyajian Data, yaitu setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data 
dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisya.
44
 
3. Verifikasi Data, yaitu setelah langkah analisis ketiga dalam analisis kualitatif 
yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan 
dilapangan setelah pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan 
merupakan kesimpulan yang kredibel dan bisa jadi menjawab rumusan masalah 
yang dirumuskan sejak awal namun tidak dipungkiri mungkin juga tidak. 
I.   Pengujian keabsahan data 
Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus mampu 
mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat 
diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 




Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengujian 
keabsahan data, yaitu: 
1. Member check, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 
pemberi data, data yang telah dihimpun dan telah menjadi kesimpulan 
sementara, dikonfirmasikan kembali dengan sumber data sehingga 
kemungkinan kesalahan persepsi lebih kecil dan data penelitian akan lebih 
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terpercaya. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data 
yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 
46
 
2. Triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 
dan waktu. Triangulasi terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah 
triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Patton dalam Moleong (2007) 
mengemukakan bahwa, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan 
dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas dan 
mengenal objek penelitian. Sehubungan dengan itu, maka pada bab ini diuraikan 
beberapa hal yang terkait dengan lokasi penelitian. 
1.  Gambaran Umum Kabupaten Gowa 
Secara Administrasi wilayah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 
dibawah : 
2. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Gowa 
Tahun 2015 
Tabel 4.1 Profil Kabupaten Gowa 
Nama Resmi Kabupaten Gowa 
Ibu Kota Sungguminasa 
Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Batas Wilayah 
Utara    : Kota Makassar dan Kabupaten Maros 
Selatan  : Kabupaten Takalar dan Jeneponto 
Barat     : Kota Makassar dan Takalar 
Timur    : Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng 
Luas Wilayah 1.883,32 Km
2
 
Jumlah Penduduk 823.698 Jiwa 
Wilayah Administrasi Kecamatan: 18, Kelurahan: 45, Desa: 122 
 






3. Sejarah Kabupaten Gowa 
Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau 
Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan 
Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, 
Agang Je‟ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama 
Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka 
mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar 
menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa. 
Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi 
Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan 
sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya 
masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku 
Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. 
Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), 




4. Masa Kerajaan Kabupaten Gowa 
Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok 
kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang 
terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-
parang, Data, Agang Je’ne, Bisei, Kalling, dan Sero. 
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Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat 
dibanggakan dan  mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I 
Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa’risi Kallonna berhasil 
memperluas  Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, 
Kalling, Parigi, Siang (Pangkaje‟ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-
lain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran 
Sulawesi Selatan. 
Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa’risi Kallonna tersebutlah nama 
Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah 
berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari  18 huruf yang disebut  
Lontara Turiolo. 
Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan 
Agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 
1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia 
menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini 
kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng 
Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang 
mempermaklumkan shalat Jum‟at untuk pertama kalinya. 
Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape 
Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam 
Jantan dari Timur, memproklamirkan Kerajaan Gowa  sebagai kerajaan maritim 




Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi 
garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini 
mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang 
mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton. 
Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC 
mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin 
melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya 
kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima 
permintaan damai VOC. 
Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal  dengan 
Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng 
karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja 
Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang 
berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini 
mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih 
membela tanah airnya. 
Sultan Hasanuddin bersumpah  tidak sudi bekerja sama dengan Belanda 
dan pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI 
setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 
Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-
jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI 
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Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin 
dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.
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Dalam sejarah berdirinya Kerajaan Gowa, mulai dari Raja Tumanurung 
Bainea sampai dengan setelah era Raja Sultan Hasanuddin  telah mengalami 38 
kali pergantian Somba (raja) sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 
5. Nama-Nama Raja Kerajaan Gowa dari Tahun 1320 - sekarang  
Tabel 4.2 Nama-Nama Raja Gowa 
No. Nama Raja Periode 
1. Tumanurung Bainea (Putri Ratu) - 
2. Tamasalangga Baraya 1320 – 1345 
3. I Puang Loe Lembang 1345 – 1370 
4. I Tuniata Banri 1370 – 1395 
5. Karampang Ri Gowa 1395 – 1420 
6. Tunatangka Lopi 1420 – 1445 
7. Batara Gowa Tuniawangngang Ri Paralakkenna 1445 – 1460 
8. IPakere Tau Tunijallo Ri Passukki 1460 
9. Dg. Matanre Krg. Mangngutungi Tumaparisi Kallonna 1460 – 1510 
10. 
I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung 
Tunipallangga Ulaweng. 
1510 – 1546 
11. I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data‟ Tunibatta 1546 – 1565 
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I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa 
Tunijallo. 
1565 (40 hari) 
13. 
I Tepu Karaeng Daeng Parabbung Karaeng Bontolangkasa 
Tunipasulu Tumenanga Ri Butung. 
1565 – 1590 
14. 
I Mangngerangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin 
Tumenanga Ri Gaukanna 
1590 – 1593 
15. 
I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan 
Malikussaid Tumenanga Ri Papan Batuna. 
1593 – 1639 
16. 
I Mallombasi Dg Mattawang Muhammad Basir Karaeng 
Bontomangape Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri 
Ballapangka. 
1639 – 1653 
17. 
I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Lakiung Sultan 
Amir Hamzah Tumammalianga Ri Allu. 
1653 – 1669 
18. 
I Mappaossong Daeng Mangewai Karaeng Bisei Sultan 
Muhammad Ali Tumenanga Ri Jakattara. 
1669 – 1674 
19. 
I Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanro 
BoneSultan Abdul Jalil Tumenanga Ri Lakiung. 
1674 – 1677 
20. 
La Pareppa Tu Sappewalia Karaeng Ana‟ Moncong Sultan 
Ismail Tumenanga Ri Somba Opu. 
1677 – 1709 
21. 
I Mappau‟rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin 
Tumenanga Ri Passiringanna. 
1709 – 1711 
22. 
I Manrabia Karaeng Kanjilo Sultan Najamuddin 
Tumenanga Ri Jawaya. 
1712 – 1724 
23. 
I Mappau‟rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin 
Tumenenga Ri Passiringanna (Kedua kalinya) 




I Mallawagau Karaeng Lempangang Sultan Abdul Khair Al 
Mansyur Tumenanga Ri Gowa. 
1729 – 1735 
25. 
I Mappababbasa Sultan Abdul Kudus Tumenanga Ri 
Bontoparang. 
1735 – 1742 
26. 
Amas Madina „Batara Gowa II Sultan Usman (diasingkan 
ke Sailon oleh Belanda) 
1742 – 1753 
27. 
I Mallisu Jawa Daeng Riboko Karaeng Tompobalang 
Sultan Maduddin Tumenanga Ri Tompobalang. 
1753 – 1767 
28. 
I Temmasongeng / I Makkaraeng Karaeng Katangka Sultan 
Zainuddin Tumenanga Ri Mattoanging. 
1767 – 1769 
29. 
I Mannawarri / I Sumaele Karaeng Bontolangkasa Karaeng 
Mangasa Sultan Abdul Hadi Tumenanga Ri Sambungjawa. 
1769 – 1778 
30. 
I Mappatunru / I Manginyarang Karaeng Lembangparang 
Sultan Abdul Rauf Tumenanga Ri Katangka. 
1778 – 1810 
31. 
La Oddangriu Daeng Mangeppe Karaeng Katangka Sultan 
Muhammad Zainal Abidin Abd. Rahman Amiril Mu‟minin 
Tumenanga Ri Suangga 
1825 – 1826 
32. 
I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembangparang Sultan 
Abdul Kadir Aididin Tumenanga Ri Kakuasanna. 
1826 – 1893 
33. 
I Mallingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan 
Muhammad Idris Tumenanga Ri Kala‟biranna. 
1893 – 1895 
34. 
I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan 
Muhammad Husain Tumenanga Ri Bundu‟na. 
1895 – 1906 
35. 
I Mangngi-mangngi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo 
Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Karaeng Ilanga 
1906 - 1946 
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Tumenaga Ri Sungguminasa. 
36. 
 
Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan 
Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri 
Jongaya. 
1946 – 1957 
37. 




I Kumala Andi Idjo Sultan Kumala Idjo Batara Gowa III 
Daeng Sila Karaeng Lembang Parang 
2014-sekarang 
Sumber: Kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa 
6. Masa Kemerdekaan Kabupaten Gowa 
Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 
Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya 
dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. 
Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem 
pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi 
sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara  
(UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka 
daerah Makassar bubar. 
Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah 
Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 
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tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 
1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat No. 2 
Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak 
mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 
mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin  
12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan 
kerja pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing : 
a. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, 
Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya 
berkedudukan di Sungguminasa. 
b. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota 
dan Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino. 
c. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo. 
Koordinatornya berkedudukan di Limbung. 
d. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatornya 
berkedudukan di Malakaji. 
Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di seluruh 
Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi 
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Kecamatan.untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik 
diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing : 
a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo. 
b. Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang. 
c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung. 
d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung. 
e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo 
f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao 
g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji. 
h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di 
wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate 
dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada 
Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang. 
Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan makna 
samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan 
aspek kelautan pada daerah Barombong dan sekitarnya. Hal ini mengingat, Gowa 
justru pernah menjadi sebuah Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia 
Bagian Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara. 
Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka 
praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang 
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sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) 
Kecamatan dengan 46 Desa. 
Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 
didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan 
membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan 
Kecamatan Parangloe.     
Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 
masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah 
Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP 
No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah 
kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan). 
Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah 
menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan 
jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 
dusun/lingkungan. 
Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari 
zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah 
Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. 
Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota 
Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah 
pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar. 
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Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang 
dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman 




Dalam sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sejak 
tahun 1957  sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali pergantian 
Bupati. 11 (sebelas) kali diantaranya berdasarkan pengangkatan secara langsung 
oleh Menteri Dalam Negeri. Satu kali berdasarkan hasil pemilihan secara 
langsung oleh rakyat Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
7. Bupati Gowa Dari Tahun 1957 sampai sekarang 
Tabel 4.3 Nama Bupati Gowa 
No Nama Bupati Periode 
1. Andi Idjo Karaeng Lalolang 1957 – 1960 
2. Andi Tau 1960 – 1967 
3. H. M. Yasin Limpo Karetaker 
4. Andi Bachtiar Kareteker 
5. K. S. MasÕud 1967 – 1976 
6. H. Muhammad Arif Sirajuddin 1976 – 1984 
7. H. A. Kadir Dalle 1984 – 1989 
8. H. A. Azis Umar 1989 – 1994 
9. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si 1994 – 2002 
10. Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si 2002 – 2004 
                                                             
44
Zainuddin Tika. Profil Sejarah Budaya dan Parawisata Gowa. (Makassar: Pustaka 
Refleksi, 2000), h. 112-115 
52 
 
11. H. Andi Baso Machmud Karetaker 
12. H. Ichsan Yasin Limpo, SH 2005 – 2015 
11. Adnan Purichta Ichsan YL,SH 2015 sampai sekarang 
Sumber:Kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa 
Visi Kabupaten Gowa 2010 – 2015: 
“Terwujudnya Gowa Yang Handal Dalam Peningkatan Kualitas Hidup 
Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pemerintahan” 
Misi Kabupaten Gowa 2010 – 2015: 
a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Berbasis pada 
Hak-Hak Dasar Masyarakat. 
b. Meningkatkan Interkoneksitas Wilayah dan Keterkaitan Sektor Ekonomi. 
c. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat. 
d. Meningkatkan Penerapan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik. 




8. Kecamatan Bajeng Barat 
Kecamatan Bajeng Barat merupakan daerah dataran yang berbatasan 
sebelah utara kecamatan pallangga, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan 
bontopanno, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan barombong, disebelah 
timur berbatasan dengan kecamatan bajeng. 
Jumlah desa sebanyak tujuh desa dan dibentuk berdasarkan PERDA No.7 
tahun 2005. Ibu kota Kecamatan Bajeng Barat adalah Tanabangka dengan jarak 
sekitar 15 km dari sungguminasa. Jumlah penduduk Kecamatan Bajeng Barat 
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sebesar 22.933 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 11.171 jiwa dan perempuan 
sebesar 11.762 jiwa, dan sekitar 99,99 % beragama Islam. Beberapa fasilitas 
umum yang terdapat di Kecamatan Bajeng Barat seperti sarana pendidikan antara 
lain, taman kanak-kanak sebanyak 13 buah, sekolah dasar negeri 5 buah, sekolah 
dasar Inpres sebanyak 10 buah, sekolah lanjutan pertama sebanyak 3 buah, 
madrasah Ibtidaiyah sebanyak 3 buah, madrasah Tsanawiyah sebnayak 1 buah. 
Disamping itu terdapat beberapa sarana kesahatan, tempat ibadah (masjid), dan 
pasar. 
Penduduk Kecamatan Bajeng Barat umumnya berprofesi sebagai petani, 
sedangkan sektor non pertanian terutama bergerak pada lapangan usaha 
perdagangan besar dan eceran. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup 
besar, hal ini terlihat dari kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) 
yang telah mencapai 85%. 
Tabel 4.4 Letak Geografis dan Batas Wilayah 

























2 Tanabangka Dataran Desa 
Borimatangkasa 




3 Borimatangkasa Dataran Desa 
Manjalling 


















Desa  Mandalle 













Sumber : Data Kantor Kecamatan Bajeng Barat Dalam Angka 2017 
Tabel 4.4 dapat diketahui Desa Gentungan dari sebelah utara berbatasan 
dengan Desa Borimatangkasa sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 
Bontonompo sebelah selatan berbatasan dengan Kececamatan Bontonompo dan 
sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo. 
Desa Tanabangka memiliki batas wilayah dari sebelah utara berbatasan 
dengan Desa Borimatangkasa sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bajeng 
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gentungan sebelah barat berbatasan 
dengan Desa Borimatangkasa. 
Desa Borimatangkasa memiliki batas wilayah dari sebelah utara 
berbatasan dengan Desa Manjalling sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 
Bajeng sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanabangka dan sebelah barat 
berbatasan dengan Desa Manjalling. 
Desa Mandalle memiliki batas wilayah dari sebelah utara berbatasan 
dengan Desa Kalemandalle sebelah timur berbatasan dengan Desa Bontomanai 
sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Barombong dan dari sebelah barat 
berbatasan dengan Kecamatan Barombong. 
Desa Manjalling mempunyai batas wilayah dari sebelah timur berbatasan 
dengan Desa Kalemandalle sebelah timur berbatasan dengan Desa 
Borimatangkase sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bontomanai dan sebelah 
barat berbatasan dengan Desa Mandalle. 
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Desa Kalemandalle memiliki batas wilayah dari sebelah utara berbatasan 
dengan Kecamatan Bajeng sebelah timur berbatasan dengan Desa Borimatangkasa 
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mandalle dan sebelah barat berbatasan 
dengan Kabupaten Takalar. 
Desa Bontomanai mempunyai batas wilayah dari sebelah utara berbatasan 
dengan Desa Mandalle sebelah timur berbatasan dengan Desa Borimatangkasa 
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gentungan dan dari sebelah barat 
berbatasan dengan Kabupaten Takalar. 
Table 4.5. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi 



















1 Gentungang 3,30 17,33 6 12 26 
2 Tanabangka 2,40 12,61 5 11 24 
3 Borimatangkasa 3,12 16,39 4 8 31 
4 Mandalle 1,93 10,40 4 10 19 
5 Manjalling 3,49 18,33 4 15 37 
6 Kalemandalle 2,96 15,55 5 10 20 
7 Bontomanai 1,79 9,40 4 5 13 
Jumlah 19,04 100,00 32 71 170 
 
Sumber : Data Kantor Kecamatan Bajeng Barat Dalam Angka 2017 
Tabel diatas menunjukkan bahwa luas wilayah Desa Gentungang 3,30 
km2 dengan jumlah dusun sebanyak 6 lingkungan, luas wilayah Desa Tanabangka 
2,40 km2 dengan jumlah dusun sebanyak 5 lingkungan, luas wilayah Desa 
Borimatangkasa 3,12 km2 dengan jumlah dusun sebanyak 4 lingkungan, luas 
wilayah Desa Mandalle 1,98 km2 dengan jumlah dusun sebanyak 4 lingkungan, 
luas wilayah Desa Manjalling 3,49 km2 dengan jumlah dusun sebanyak 4 
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lingkungan, luas wilayah Desa Kalemandalle 2,96 km2 dengan jumlah dusun 
sebanyak 5 lingkungan, dan luas wilayah Desa Bontomanai 1,79 km2 dengan 
jumlah dusun sebanyak 4 lingkungan. Jadi luas wilayah secara keseluruhan di 
Kecamatan Bajeng Barat sebesar 19,04 km2 dengan jumlah dusun sebanyak 32 
lingkungan. 
Berikut dapat kita lihat persentase jumlah penduduk dirinci menurut rasio 
jenis kelamin. 
Table 4.6 Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin 
Di Kecamatan Bajeng Barat Tahun 2017 
 
No Desa Jenis Kelamin Rasio 
Jenis 
Kelamin 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 Gentungang 2.586 2.761 5.347 94 
2 Tanabangka 1.618 1.726 3.344 94 
3 Borimatangkasa 1.583 1.654 3.237 96 
4 Mandalle 1.376 1.446 2.822 95 
5 Manjalling 1.734 1.767 3.501 98 
6 Kalemandalle 1.517 1.567 3.084 97 
7 Bontomanai 1.075 1.123 2.198 96 
Jumlah 11.489 12.044 23.533 95 
 
Sumber: Data Kantor Kecamatan Bajeng Barat Dalam Angka 2017. 
Dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk Desa Gentungan dengan jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 2.586 dan penduduk perempuan sebanyak 2.61 jadi 
penduduk Desa Gentungan sebanyak 5.347 jiwa. Jumlah penduduk Desa 
Tanabangka dengan jumlah penduduk laki-laki 1.618 jiwa dan jumlah penduduk 
perempuan sebanyak 1.726 jiwa jadi jumlah penduduk secara keseluruhan 
sebanyak 3.344 jiwa, jumlah penduduk Desa Borimatangkasa dengan jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 1.583 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 
sebanyak 1.654 jiwa jadi jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 3.237 
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jiwa, jumlah penduduk Desa Mandalle dengan jumlah penduduk laki-laki 
sebanyak 1.376 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.446 jiwa hadi 
penduduk Desa Mandalle secara keseluruhan sebanyak 2.822 jiwa, jumlah 
penduduk Desa Manjalling dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.734 
jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.767 jiwa jadi jumlah penduduk 
Desa Manjalling secara keseluruhan sebanyak 3.501 jiwa, jumlah 54 penduduk 
Desa Kalemandalle dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.517 jiwan dan 
jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.567 jiwa jadi jumlah penduduk secara 
keseluruhan sebanyak 3.084 jiwa, dan jumlah penduduk Desa Bontomanai dengan 
jumlah penduduk laki-laki sebnayak 1.075 jiwa dan penduduk perempuan 
sebanyak 1.123 jiwa jadi jumlah penduduk Desa Bontomanai secara keseluruhan 
sebanyak 2.198 jiwa dari penjelasan diatas dapat diketahui jumlah penduduk 
Kecamatan Bajeng Barat sebanyak 23.533 jiwa. 
Tabel 4.7 
Jarak Antara Ibu kota Kecamatan dan Ibukota Desa 















1 Gentungang Gentungang 2,50 16.15 
2 Tanabangka Binabbasa 2,20 15,10 
3 Borimatangkasa Bontosunggu 0,300 15,80 
4 Mandalle Tamattia 3,50 18,00 
5 Manjalling Manjalling 1,5 17,00 
6 Kalemandalle Ballatabbua 2,00 17,15 
7 Bontomanai Bontomanai 2,50 18,00 
 
Sumber: Data Kantor Kecamatan Bajeng Barat Dalam Angka 2017. 
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Tabel tersebut menunjukkan dimana Desa Gentungang mempunyai Kota 
Gentungang yang memiliki jarak dari Ibukota Kecamatan sejauh 2,50 km dan 
jarak dari Ibukota Kabupaten sejauh 16,15 km. 
Desa Tanabangka mempunyai Ibukota Binabbasa yang memiliki jarak dari 
Ibukota Kecamatan sejauh 2,20 km dan jarak dari Ibukota Kabupaten sejauh 
15,10km. 
Desa Borimatangkasa mempunyai Ibukota Bontosunggu yang memiliki 
jarak dari Ibukota Kecamatan sejauh 0,300 km dan jarak dari Ibukota Kabupaten 
sejauh 15,80km. 
Desa Mandalle mempunyai Ibukota Tamattia yang memiliki jarak dari 
Ibukota Kecamatan sejauh 3,50 km dan jarak dari Ibukota Kabupaten sejauh 
18,00km. 
Desa Manjalling yang memiliki Ibukota Manjalling yang memiliki jarak 
dari Ibukota Kecamatan sejauh 1,5 km dan jarak dari Ibukota Kabupaten sejauh 
17,00km. 
Desa Manjalling yang memiliki Ibukota Manjalling yang memiliki jarak 
dari Ibukota Kecamatan sejauh 1,5 km dan jarak dari Ibukota Kabupaten sejauh 
17,00km. 
Desa Kalemandalle mempunyai Ibukota Ballatabbua yang memiliki jarak 




Desa Bontomanai mempunyai Ibukota Bontomanai yang memiliki jarak 
dari Ibukota Kecamatan sejauh 2,50 km dan jarak dari Ibukota Kabupaten sejauh 
18,00km. 
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Kec 
Bajeng Barat Kab. Gowa 
Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan 
Undang-undang No 25 tahun 2004
46
 yaitu masyarakat bersama Pemerintah 
merupakan stakeholder dalam sebuah pembangunan. Artinya masyarakat 
merupakan elemen penting yang sangat menunjang keberhasilan dari 
pembangunan, serta masyarakat juga diberikan peran yang cukup sentral.  
Didalam pembangunan agar kiranya masyarakat dapat berpartisipasi aktif 
dalam setiap tahap atau proses pembangunan yang telah direncanakan oleh 
Pemerintah.  Keterlibatan dari anggota masyarakat dalam proses pembangunan 
mutlak adanya, karena tanpa itu maka program dari pembangunan yang 
dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan nantinya tidak akan tercapai sesuai 
dengan yang diharapkan. 
Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bajeng Barat pada tahun 2017 
meliputi beberapa bidang. Bidang kesehatan antara lain pembangunan posyandu 
tiap desa dan pembangunan WC umum serta MCK di beberapa dusun, bidang 
pertanian antara lain pembuatan saluran sekunder pembuangan, pembangunan 
saluran tersier, serta pembangunan saluran irigasi. Bidang pendidikan guna 
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peningkatan sarana dan prasarana pendidikan antara lain dengan mengadakan 
penimbunan halaman dibeberapa lokasi sekolah di Kecamatan Bajeng Barat.   
Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dari anggota 
masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggugjawab sebagai manusia yang 
hidup bermasyarakat dan diharapakan tumbuh berkembang sebagai suatu 
partisipasi. Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya ada rangsangan dari 
Pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Hal 
tersebut senada disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa (BPMPD) : 
 
“Partisipasi masyarakat ada yang namanya kesadaran kolektif, tanpa 
dibayar mereka dengan suka rela membantu. Ada tiga faktor yg 
mempengaruhi partisipasi masyarkat dalam pembangunan yaitu adanya 
rasa memiliki, masyarakat di libatkan dalam proses pembangunan, dan  
yang terakhir memang masyarakat butuh. Jika dari ketiganya tidak ada 




Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat pada dasarnya ada 
yang secara sadar sukarela turut berpartisipasi dalam pembangunan walaupun 
tanpa diberikan sejumlah upah. Terdapat 3 hal yang mendasari dari tingkat 
kemauan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diantaranya yaitu harus ada 
rasa saling memiliki, yang kedua yaitu masyarakat dilibatkan dalam proses 
pembangunan, dan yang ketiga yaitu memang secara umum masyarakat butuh. 
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Upah menjadi hal yang sangat mendasar dalam proses pembangunan 
sebab keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan menyebabkan adanya 
indikasi pertukaran, indikasi tersebut bisa berupa upah. 
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Kecamatan  
a. Partisipasi Gagasan 
Melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan proyek 
pembangunan bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena masyarakat selalu 
beranggapan bahwa proyek-proyek pembangunan jalan dan infrastruktur 
merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang 
cukup untuk  melaksanakan proyek-proyek tersebut. Olehnya, setiap orang yang 
terlibat dalam  pekerjaan proyek tersebut harus mendapat upah.  
Pada awalnya, masyarakat Kec. Bajeng Barat cenderung tidak mau 
berpartisipasi. Namun setelah mendapat pengarahan dari Camat beserta aparatnya, 
juga tokoh-tokoh masyarakat. maka masyarakat mulai memahami dan sadar akan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam setiap proses pelaksanaan proyek 
pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud 
kerjasama antara pemerintah dengan masyrakat. Dijelaskan oleh aparat kecamatan 
Bajeng Barat bahwa: 
“Di Kec. Bajeng Barat ini, kebetulan masyarakatnya lebih banyak 
yang bertani dan mereka sangat bergantung dengan penghasilan 
dari ladang mereka. Setiap ada proyek pembangunan apa pun, 
kami selaku sebagai aparat pemerintah Kecamatan selalu 
memberitahu setiap warga disini melalui ajakan langsung, melalui 
surat pemberitahuan atau mencantumkan di pengumuman dan tiba 
hari H untuk sosialisasi, yang datang 30 orang atau 40 orang. Dan 
ini menyulitkan kami karena kami menjelaskan kembali kepada 
warga yang tidak hadir pada saat sosialisasi, dari seorang kepada 
seorang ketika ada diantara masyarakat yang datang untuk 
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mengurus urusannya ke kantor camat. Lama-kelamaan, Pak 
Darwis (Kades) berinisiatif untuk melakukan pembagian beras 
miskin (raskin) disaat ada sosialisasi pembangunan dan jamnya 
pun ditentukan. Dan tampaklah hasilnya, banyak yang datang 
daripada yang lalu. Tetapi tidak semua juga masyarakat yang ikut 
dan disini, hampir ada kesetaraan antara pria dan wanita yang 
hadir dalam sosialisasi. Kalau dulu tidak, lebih banyak pria. Jika 
kita tanya mengapa perempuan lebih sedikit yang hadir, kaum ibu 
disini lebih suka pergi ke ladang daripada mendengarkan 
sosialisasi, katanya, terlalu repot. Jadi mereka (perempuan) lebih 
mau tahu hasil saja, ada yang mau menyumbang dan ada yang 
tidak kalaupun hasil sosialisasi mengatakan perlu ada bantuan 
dari masyarakat.” 48 
 
 
Penjelasan Sekertaris Kecamatan Bajeng Barat tersebut menunjukkan 
masih terdapat warganya yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan belum 
tergerak hatinya untuk memikirkan kepentingan bersama. Mereka belum 
menyadari bahwa pada dasarnya terpenuhi kepentingan bersama sesungguhnya 
telah terpenuhi juga kepentingan pribadi mereka.  Hal ini di tuturkan oleh Kepala 
Desa Gentungan yaitu sukarni daeng siriwa sendiri:   
 
“Ketika sosialisasi dalam merangcang berbagai program 
pembangunan, sesuai dengan prinsipnya, masyarakat harus 
dilibatkan untuk membicarakan bagaimana suatu proyek 
pembangunan dapat dilaksanakan. Maka Disinilah dibutuhkan ide 
dari masyarakat untuk memperlancar jalannya proyek dan 
bagaimana dengan penggunaan dana yang telah diberikan serta 
bagaimana jika proyek ini membutuhkan sumbangan-sumbangan 
kecil, misalnya, proyek pembangunan parit, pada pengorekan dan 
sampai tahap membangun, apakah masyarakat mau memberi teh-
kopi mereka ketika proyek tersebut berada langsung di depan 
rumah warga atau memberi saluran air dari rumah warga untuk 
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memperlancar pengecoran karena tidak semua daerah ini dekat 
dengan sungai. Dalam sosialisasi inilah dibicarakan dan bisa 
dilihat bagaimana pemikiran mereka ketika warga disuruh untuk 
menyumbang, apakah sukarela atau terpaksa tapi mengeluh serta 
akan dilihat juga keterbukaan setiap warga dalam mengutarakan 
keinginan hatinya.” 49 
 
Adapun beberapa saran dari masyarakat yang menyumbangkan ide dan 
gagasan mereka mengenai pemberdayaan pemuda di kecamatan Bajeng Barat 
guna memberikan lowongan pekerjaan bagi para pemuda yang tidak memiliki 
pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Daeng Tola sebagai ketua kelompok tani: 
 
“Pembangunan di kec. Bajeng Barat bisa sebenarnya kita 
manfaatkan untuk memberikan para pemuda pekerjaan guna 
mengembangkan bakan sekaligus sebagai sumber pendapatan 
tambahan selai pertanian aplagi sekarang lowongan perkerjaan 
juga sudah semakin sempit maka dari itu bentuk kita harus 
memikirkan bagaimana caranya bisa memberikan lowongan 
pekerjaan kepada pemuda-pemudi agar mereka dapat menjadi 
mandiri. “50 
 
Partisipasi pemikiran merupakan hal yang penting guna membuat 
masyrakat  merasa penting dalam pembangunan daerah dan dapat memberikan 
solusi-solusi yang bisa saja tidak ditemukan oleh pemeintah dan hal ini memang 
sudah menjadi sebagai suatu keharusan dalam memberikan efek pembangunan 
yang lebih baik.  
Partisipasi dalam bentuk pemikiran sebenarnya sangat penting seperti yang 
dikemukakan oleh Ndraha Thalizhu dalam teori partisipasi perencanaan 
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pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan/penetapan rencana. 
Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam 
masyarakat. 
 Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, 
termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang bersifat 
teknis/desain proyek sehingga ouput dari partisipasi tersebut dapat memberikan 
keuntungan terhadap kualitas infrastruktur yang telah di program oleh Pmerintah 
Kecamatan Bajeng Barat.  
Dari partisipasi pemikiran, memberikan kontribusi yang besar terhadap 
perkembangan pembangunan yang ada di Kecamatan Bajeng, melalui partisipasi 
gagasan masyarakat yang turut andil dalam proses partisipasi politik telah 
melakukan tindakan rasional nilai yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam 
hubungan dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang 
dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan.    
Realisasi dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan melalui 
gagasan merupakan bukti adanya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan 
yang ada di daerah mereka.Partisipasi gagasan berdampak terhadap kemajuan 
pembangun daerah sebab mengacu pada usulan-usulan gagsan pembangunan akan 
menyebabkan meningkatnya kualitas pembangunan di Kecamatan Bajeng Barat. 
b. Partisipasi Tenaga 
Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu 
bentuk partisipasi dari masyarakat di kecamatan yang sangat potensial diarahkan 
dalam proses pembangunan Daerah, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek 
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fisik infrastruktur. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama 
mereka yang tinggal di pedesaan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas  
dasar gotong royong atau swadaya.  
Dana yang terbatas, mereka mampu dan berhasil menyelesaikan pekerjaan 
pisik yang mahal seperti mesjid, sekolah, balai desa dan sebagainya. Kenyataan 
seperti ini menunjukkan bahwa  mengarahkan masyarakat kecamatan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan desanya  tidak semata-mata tergantung pada 
aspek anggaran.  
Kepemimpinan juga  merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 
tingkat partisipasi masyarakat  desa. Artinya, kepala kecamatan beserta aparatnya 
harus mampu menjalankan roda pemerintahan di kecamatan secara jujur, 
transparan dan akuntabel. Dengan demikian masyarakat yang dipimpin akan 
cenderung untuk mengikuti arahan pemerintah dari kecamatan guna 
menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan proyek pembangunan di 
desanya.  
Seperti yang telah dikemukakan tadi bahwa anggota masyarakat yang 
terlibat dalam pengerjaan pembangunan seharusnya bekerja atas dasar kesadaran 
sendiri meskipun tersedia anggaran untuk pembangunan tersebut namun mereka  
tidak berharap untuk dibayar. Di lain pihak, sebagaimana dikemukakan juga oleh 
salah seorang tokoh masyarakat bahwa pada dasarnya semua masyarakat 
Kecamatan Bajeng Barat ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek terutama 
dalam  bentuk partisipasi tenaga.  
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Memang harus diakui pula bahwa banyak diantara masyarakat kecamatan 
yang harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Demikian 
antara lain dikemukakan oleh seorang aparat Desa Mandalle atas nama Rauf 
S.Sos, bahwa: 
“memang dalam melakukan pembangunan pasti ada anggaran 
yang disediakan sebelum memulai akan tetapi bisa dibilang 
masyrakat dari desa Mandalle senang melakukan pekerjaan 
gotong royong seperti misalkan akan diadakan pembukaan lahan 
baru untuk pembuatan jalan dan pembangunan mesjid mereka 
lebih aktif untuk ikut turun tangan dalam membantu pekerjaan 
tersebut mungkin karena mereka merasa bahwa ini untuk kita 
nikmati bersama dan kewajiban bersama maka kita juga karus 
kerjasama walaupun terkadang juga beberapa bentuk 
pembangunan cenderung kurang mendapat perhatian dan bantuan 
masyarakat seperti pembagunan kantor desa dan pengecoran 
jalan.”51 
 
Ada pun pendapat dari  masyrakat Kec. Bajeng Barat atas nama Hamzah 
daeng Jalling  mengenai partisipasi tenaga dalam pembangunan sebagai berikut: 
“ kalau bantu-bantu untuk masalah pembangunan seperti 
perbaikan mesjid, irigasi sama pembuatan jalan baru itu betul-
betul saya rasa wajib untuk kita turun tangan langsung karena 
misalkan mesjid itu merupakan tempat ibadah atau rumah Allah 
maka ketika membantu membangunnya walaupun tidak dapat gaji 
tapi kita mendapatkan pahala yang besar begitu pun dengan 
irigasi perairan dan jalan baru sangat membantu dan manfaatnya 
sangat dirasakan oleh masyrakat walaupun ada beberapa yang 
menurut saya pembangunan yang kurang mendapat partisipasi 
tenaga dari masyrakat karena mungkin merasa bahwa itu tidak 
terlalu penting bagi kami”52 
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Partispasi berupa tenaga yang kerap dilakukan oleh masyarakat merupakan 
bentuk partisipasi yang memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur 
kesukarelaan dalam melakukan peran serta, karna dalam melakukan peran serta 
atau partisipasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalaah yang 
memerlukan peran serta dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat 
mencapai tujuan, baik secara personal maupun kolektif. 
Keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi tenaga memiliki 
keunggulan yang signifikan sebab partisipasi melalui tindakan merupakan bukti 
nyata keterlibatan masyarakat tanpa mengandalkan materi/pemikiran. Dari proses 
ini dapat kita ketahui bahwa keterlibatan melalui tenaga sangatlah penting. 
c. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi Pembangunan  
Berbagai hasil pembangunan yang telah tercapai dapat dilihat berhasil apa 
tidaknya apabila dalam penilaian orang banyak dianggap baik dan dapat 
memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. 
Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan publik 
merupakan sikap dukungan yang positif terhadap pemerintah.  
Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilakukan dengan memantau 
hasil kebijakan publik dan pelaksanaannya yang telah di sediakan oleh 
pemerintah. Pada tahap ini masyarakat harus bersikap kritis terhadap apa-apa yang 
sudah ditetapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya evaluasi dari 
masyarakat bisa terjadi penyimpangan pada pelaksanaan kebijakan publik. 
Menurut Wirawan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan 
,menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai 
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objekevaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi 
dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.  
Dari definisi evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 
suatu proses mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji informasi untuk 
menentukan alternatif dalam mengambil keputusan kebijakan dari keseluruhan 
program guna menyelesaikan masalah dan merencanakan kegiatan akan datang 
mengenai suatu objek evaluasi yang telah ditentukan.
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Masyarakat  memiliki peran penting dalam membrikan partisipasi evaluasi 
dalam setiap bentuk pembangunan agar tidak terjadi penyelewengan atau tindakan 
yang bisa menyalahgunakan anggaran pembagunan hal ini juga disampaikan oleh 
informan Ilham rasyid yang  berstatus sebagai mahasiswa ilmu politik yang aktif 
dalam berbagai organisasi 
“kita sebagai masyarakat perlu melakukan evaluasi terhadap 
setiap bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah agar 
tidak terjadi berbagai bentuk penyelewengan  seperti tidak 
sesuainya hasil dengan perencanaan pembangunan sebelumnya. 
Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap bentuk 
pembangunan maka kami masyrakat berhak untuk 
mempertanyakan dan memnuntut penyebab hal ersebut terjadi.”54 
 
 Walaupun partisipasi evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat masih 
belum terlalu aktif terutama di kalangan orang tua yang memiliki pendidikan 
rendah karna mereka hanya memikirkan untuk mencari makan. Partisipasi 
evaluasi lebih banyak dilakukan oleh kalangan muda yang memiliki jengjang 
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pendidikan yang lebih dan aktif memantu dan mengikuti pembangunan-
pembangunan di daerah Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa. 
Partisipasi evaluasi juga kadang timbul ketika terdapat proses 
pembangunan yang tidak berjalan dengan maksimal, dengan memperhatikan 
proses-proses pembangunan yang terjadi sebelumnya. Proses ini merupakan 
proses krusial dalam menetukan kualitas pembangunan di Kecamatan Bajeng 
Barat, fungsi partisipasi di sektor pembangunan selaras dengan fungsi 
pengawasan. Dengan berjalannya fungsi dan partisipasi politik tersebut, maka 
potensi untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra pembangunan dapat 
terwujud. 
Partisipasi evaluasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap 
perkembangan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bajeng, apalagi ketika 
outuput partisipasi evaluasi ini digunakan untuk pertimbangan pemerintah apabila 
akan dilakukan pembangunan-pembangunan selanjutnya.Sebagaimana kutipan 
informan Afdal yang berstatus sebagai mahasiswa seperti berikut : 
“kami, mahasiswa yang melihat pembangunan yang ada di Kecamatan 
Bajeng Barat itu bagusnua selalu di evaluasi supaya pembangunan bisa 
ditingkatkan kualitasnya, jangan hanya mengejar keuntungan dari proses 
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2. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam  
Pembangunan  
Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa ada beberapa faktor yang 
membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan 
Bajeng Barat yaitu: 
a. Latar belakang ekonomi.  
Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya, maka dari itu setiap manusia harus melakukan kegiatan 
ekonomi. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap manusia beraneka ragam. 
Adapun kegiatan ekonomi tersebut dapat berupa kegiatan dalam bidang pertanian, 
perdagangan, jasa, perindustrian dan lain-lain. 
Dengan melaksanakan kegiatan ekonomi ini maka masyarakat akan 
memperoleh suatu imbalan, dan imbalan inilah yang akan dipergunakan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Latar belakang ekonomi menjadi salah satu 
penghambat dalam mengikutsertakan masyarakat dalam setiap musyawarah di 
Kecamatan.  
Dari mayoritas penduduk berdasarkan pekerjaan yang memperlihatkan 
bahwa mayoritas  penduduknya ialah bertani. Setiap harinya penduduk harus 
melakukan aktifitasnya di ladang ataupun bertani sehingga saat musyawarah 
dilaksanakan banyak masyarakat yang tidak bisa hadir karena masyarakat lebih 
memprioritaskan kegiatannya untuk mencari nafkah di ladang. Seperti penjelasan 
dari informan Akbar dg. Romo kepala dusun mattoanging sebagai berikut : 
“Kita memang senang ketika ada pembangunan-pembagunan yang terjadi 
di daerah kita ini karena pembangunan tersebut seperti pembagunan 
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irigasi perairan dan pengaspalan jalan sangat kita rasakan manfaatnya. 
Biasa kalau kita di ajak untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan 
tenaga atau ikut turut serta dalam rapat perencanaan pembangunan 
selalu tidak bisa ikut serta karena padatnya pekerjaan di kebun yang 
wajib saya datangi karena lebih penting dan merupakan sumber 
penghasilan saya sehari berbeda dengan mereka yang berstatus sebagai 
pegawai negeri;”56 
 
Hal serupa juga disampaikan oleh informan Syamsuddin yang berstatus 
sebagai sopir angkutan umum dalam menuturkan pendapat dalam berpartisipasi: 
“Saya terkadang tidak mengikuti partisipasi kerena saya merasa sudah ada 
yang mewakili lah untuk pekerjaan tersebut dan saya juga memiliki 
pekerjaan yang harus saya penuhi walaupun saya tau bahwa pembagunan 
sangat lah penting apalagi seperti pembagunan jalan atau perbaikan jalan 
yang tidak layak sanagtlahsaya rasakan sebagai sopir pengguna jalan”.57 
 
Profesi masyarakat yang beragam dan menuntut untuk memnuhi 
kebutuhan hidupnya, membuat waktu untuk berpartisipasi dalam proses 
pembangunan di Kecamatan Bajeng Barat tidak maksimal, kecenderungan 
tersebut lebih bermotif ekonomi. Motif ekonomi memang menghambat 
masyarakat untuk terlibat dalam berpartisipasi namun motif ekonomi ini lebih 
dapat dirasakan partispasinya jika pada tataran partisipasi gagasan. 
Dengan alasan yang demikian maka pemerintah Kecamatan memotivasi 
masyarakat dengan mengadakan pembagian beras miskin (Raskin) pada saat 
pelaksanaan musyawarah agar lebih banyak yang hadir. Dengan melakukan ini, 
maka terbukti jumlah masyarakat yang ikut musyawarah jauh lebih banyak.  
Seharusnya masyarakat jauh lebih sadar bahwa bukan dengan cara 
motivasi seperti ini yang harus dilakukan tetapi harus dengan kesadaran sendiri 
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karena program pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat 
dan yang menikmati hasilnya adalah masyarakat sendiri.     
b. Tidak Adanya Penyerahan Hak Milik Lahan Masyarakat Terhadap 
Pemerintah. 
Pemberian bantuan masyarakat dalam pembangunan yang tidak disertai 
dengan penyerahan hak milik misalnya ketika dalam pemberian sebidang tanah 
oleh masyarakat kepada pemerintah. Hak milik atas tanah yang telah dihibahkan 
sangat diperlukan sebagai dasar hukum kepemilikan tanah untuk pemerintah 
sehingga tidak menimbulkan tuntutan di kemudian hari karena ahli waris sudah 
mengetahui bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada pemerintah.  
c. Respon masyarakat yang kurang terhadap Program Pembangunan. 
Respon masyarakat yang kurang terhadap pelaksanaan kegiatan Program 
Pembangunan di Kecamatan Bajeng Barat karena umumnya masyarakat memiliki 
pola pikir bahwa pembangunan adalah kewajiban pemerintah yang seutuhnya. 
Sedangkan masyarakat hanya memiliki kewajiban membayar pajak dan 
melaksanakan peraturan saja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 
Hasbullah aparat desa manjalling yaitu sebagai berikut : 
“Kalau program pemerintah seperti pembangunan dan perbaikan-
perbaikan jalan saya rasa itu sudah dibagi-bagikan pekerjaannya pada 
setiap pegawai untuk mengurus program pembagunan tersebut jadi saya 
rasa kita sebagai masyrakat tidak perlulah banyak campur tangan sama 
pekerjaan mereka karena sudah jadi bagian dari tugas mereka dan kita 
yang penting bayar saja pajak itu sudah cukup untuk membantu 
pembangunan”.58 
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 Hal serupa juga disampaikan oleh informan Nurjanna warga bajeng barat 
mengenai turut berpatisipasi dalam pembangunan daerah adalah cukup dengan 
membayar pajak saja: 
“Kita masyarakat kecil yg kurang berpendidikan maupun pengalaman 
dalam berpartisipasi pada pembangunan baik dalam menyumbangkan 
pikiran mau pun tenaga ahli hanya bia membantu pembangunan dengan 
menyumbangkan uang untuk pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi 
dalam pembangunan dan biarkan orang yang berpengalaman dan 
berwenang di bidang ini yang mengolah pajak tersebut untuk dijadikan 
bentuk pembangunan.”.59 
 
Walaupun pada kenyataannya masih banyak yang beranggapan bahwa 
partisipasi dalam pembangunan merupakan hal yang tidak penting dalam 
pembangunan dan mereka hanya memilih untuk menyerahkan sepenuhnya hanya 
kepada pemerintah semata tanpa mau ikut campur untuk menyumbangkan 
pendapat mengenai pembagunan yang seharusnya dan betul-betul bisa mereka 
rasakan dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.  
Hal yang demikian harus bisa diatasi dengan sosialisasi yang optimal dari 
aparat pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sehingga semangat gotong royong 
untuk membangun diharapkan tumbuh dan berkembang di Kecamatan Bajeng 
Barat.  
d. Kurangnya Sosialisasi. 
Sosialisasi tentang Gerakan Pembangunan sendiri cukup kurang optimal 
terhadap masyarakat dan Program pembangunan infra struktur ini mempunyai  
banyak bagian seperti program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri 
pedesaan (PNPM) dan terjadi perbedaan persepsi diantara masyarakat  karena 
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sebagian masyarakat tahu bahwa Program Pembangunan bukan bagian  dari 
PNPM padahal yang sebenarnya Program Pembangunan ini merupakan satu  
bagian dengan PNPM. Dan tidak terlalu banyaknya dukungan dana yang  
diberikan oleh pemerintah untuk mendukung implementasi Program Gerakan  
Pembangunan.  
e. Masyarakat yang masih mengharapkan intensif yang ikut mengerjakan  
proyek pembangunan. 
Masyarakat yang mengharapkan intensif dalam mengerjakan proyek 
pembangunan adalah masyarakat yang tergolong rasional, mereka lebih 
memikirkan insentif apa yang akan mereka terima ketika terlibat dalam proses 
pembangunan infrastruktur di daerahnya. Padahal jika dilihat dari aspek 
kemanfaatan, fasilitas yang dibangun justru berdampak besar terhadap kemajuan 
daerah serta aksesibilitas masyarakat dalam beraktifitas. 
Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Bajeng 
Barat jika diukur dari perspektif insentif yang akan diterima, dapat ditemukan 
pada wawancara oleh sodara Wahyu yang berstatus mahasiswa sebagai berikut : 
“Saya semangat kalau pemerintah punya proyek pembangunan, 
apalagi kalau anak muda diikutsertakan, luamayan kami bisa dapat 
bayaran, meskipun jumlahnya tidak seberapa tapi lebih baik daripada 
tidak ada kerjaan”.60 
 
Partisipasi pemuda dalam proses pembangunan infrastruktur di Kecamatan 
Bajeng bisa saja melibatkan pemuda, namun yang menjadi hal penting adalah 
motivasi untuk terlibat dalam proses tersebut apabila dilandasi berdasarkan 
insentif materi tertentu berarti masih bergantung pada reward materi. 
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Kualitas partisipasi pada sektor ini ditentukan dari nominal materi, padahal 
apabila fungsi partisipasi tersebut ditanamkan dengan baik, maka tanpa materi 
tertentu, partisipasi pembangunan tersebut bisa menjadi modal penting dalam 
mengawal jalannya pembangunan di Kecamatan Bajeng Barat. 
f. Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kec. Bajeng Barat Kab. 
Gowa  
Pembangunan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat guna 
mendapat peningkatan kesejahteraan hidup dan memudahkan dalam melakukan 
kegiatan sehari-hari seperti pembangunan jalan dan perbaikan-perbaikan daerah 
lainnya. Walaupun partisipasi yang dianggap belum memenuhi standar namun 
respon masyarakat terhadap pembangunan sangat baik karena masyarakat 
mengapresiasikan kinerja pemerintah kecamatan Bajeng Barat yang mampu  
memberikan bentuk pembangunan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat.  
tanggapan masyarakat memang sangat baik terhadap pembangunan 
walaupun dari tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat belum aktif 
sepenuhnya dan kurang berpartisipasi hal ini disampaikan oleh Daeng Ngai 
sebagai mana warga di Bori Matangkasa.: 
“Pembangunan yang sampai sekarang di lakukan oleh pemerintah saya 
rasa cukup baik dan bermanfaat bagi masyarakat dimana banyak 
pembangunan yang dilakukan seperti perbaikan dan pengecoran jalan 
walaupun kurangnya partisipasi masyrakat dalam membantu namun hal 
tersebut manpu dilakukan dengan  maksimalkan oleh pemerintah dan 
memberikan kepuasan terhadap masyarakat.”.61 
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 Salah satu tanggapan masyarakat terhadap pembangunan yang di lakukan 
pemerintah membuat masyarakat Bajeng Barat merupakan program yang tepat di 
tandai dengan pendapat masyarakat di atas bahwa masyarakat merasa puas 
terhadap program pembangunan yang di lakukan pemerintah, sehingga tidak ada 
wilayah margin (garis) pemisah antara pemerintah dengan masyarakat walaupun 
tingkat partisipasi masyarakat di Bajeng Barat kurang membantu.  
 
Hal serupa juga disampaikan oleh informan Zaenal Daeng Sibali selaku 
tokoh masyarakat di Desa Bontomanai yang menganggap program yang 
dijalankan oleh pemerintah sudah cukup bagus dan harus dilanjutkan walaupun 
informan tersebut tidak aktif dalam berpartisipasi bagi pembangunan: 
“Saya rasa kemampuan pemerintah Kecamatan Bajeng Barat sudah 
cukup mampu dalam menangani hal-hal berkaitan dengan 
pembangunan dan saya rasa bahwa ketika ikut serta dalam partisipasi 
hanyalah tidak begitu memahami akan proses dan tujuan yang ingin 
dilakukan dan hanya sebagi pendengar saja dan setiap yang 
disampaikan oleh pemerintah justru itulah yang terbaik dan saya sangat 
mengapresiasikan kinerja ahli dari mereka yang melakukan program 
kerja tersebut.”.62 
 
Menurut keterangan dari beberapa responden dan pengamatan peneliti, 
respon masyarakat pada pembangunan infrastruktur yang telah terlaksana di 
kecamatan Bajeng Barat, dapat memberikan kepuasan dan kesan yang sangat baik 
di masyarakat, walaupun untuk partisipasi masih kurang namun dapat di 
maksimalkan oleh pemerintah, yang kedepannya diharapkan dapat menjadi 
motivasi, sehingga dapat menanggapi partisipasi masyarakat dalam menjaga 
infrastruktur yang ada serta dalam pembangunan tahap berikutnya.  
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Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari aktif atau tidak 
aktifnya partisipasi masyarakat tetapi juga kepemimpinan Pemerintah setempat 
dalam hal ini kepala Kecamatan dan aparatnya. Berhasilnya masyarakat 
berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat 
menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan 
kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan mendorong 
masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam 







A. Kesimpulan  
 
Berdasarkan uraian pada bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan di Kec. 
Bajeng Barat Kab Gowa disimpulkan bahwa: 
Peran masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting bagi pemerintah 
dalam memberikan bentuk-bentuk pembangunan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat iu sendiri dan serta dapat memberikan keluhan-keluhan yang menjadi 
hambatan bagi masyarakat-masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 
Pelaksanaan pembangunan dalam pembuatan jalan baru melibatkan 
swadaya masyarakat, walaupun pada awalnya ada sebagian masyarakat yang 
menolak dilakukan pembangunan jalan tersebut, mengingat tanah yang digunakan 
sebagian milik lahan masyarakat yang menginginkan untuk di lakukan 
penggantian berupa uang. Akan tetapi masyarakat akhirnya berpartisipasi dalam 
pembuatan jalan. 
Walaupun partisipasi dari masyarakat tidak semaksimal dengan harapan 
akan tetapi pemerintah mampu dengan baik memberika bentuk-bentuk 
pembangunan yang mendapat apresiasi dari masyarakat-masyarakat terutama 
pada wilayah terpencil yang mendapatkan akses jalan yang baik sehingga 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tergolong masih baik. 
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  Baiknya kinerja pemerintah yang dilakukan memberikan kesan baik di 
mata masyarakat dimana masyarakat Kec. Bajeng Barat walaupun belum terlalu 
aktif berpartisipasi dalam berbagai bentuk pembangunan namun memberikan 
pandangan bahwa pemerintah saat ini sudah cukup baik dalam mengelolah 
berbagai bentuk-bentuk pembangunan yang selama ini berjalan maupun yang 
telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 
B. SARAN 
 
Demi lebih mendorong bentuk-bentuk pembangunan daerah,  sudah 
seharusnya masyarakat juga turut ikut serta penuh  dalam berpartisipasi agar 
masyarakat bisa mengetahui segala bentuk aspek pembangunan yang akan 
dilaksanakan di Kec. Bajeng barat Kab. Gowa sehingga jalinan kerja sama antara 
pemerintah bisa menghasilkan pembangunan yang betul-betul menjadi kebutuhan 
bersama.  
Pemerintah Desa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat 
tentang penggunaan dana yang sesuai untuk keperluan pembangunan, serta 
mengembalikan rasa gotong royong masyarakat Kec. Bajeng Barat sehingga 
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Lukman Idris S.Sos, Sekertaris kecamatan bajeng barat, 50 Tahun.  




Sukarni Dg.Siriwa Kepala Desa Gentungan. 








Hasbullah. Aparat desa manjalling, 45 thn .  









Daeng Tola, Ketua Kelompok Tani Desa Gentungan, 40 Tahun.  














Nurjanna. Warga bajeng barat, 40 thn. 










Ilham Rasyid. Mahasiswa Ilmu Politik 24 thn.  










Muh. Asrul Kepala BPMPD Gowa 
Lukman Idris. S.SOS Sekcam Bajeng Barat 
Sukarni Dg Siriwa Kepala Desa Gentungang 
Dg. Tola Ketua Tani Desa Gentungang 
Rauf .S.SOS Aparat Desa Mandalle 
Hamzah Warga Desa Tanah Bangka 
Ilham Rasyid Mahasiswa 
Akbar Dg. Romo Kepala Dusun Mattoanging 
Syamsuddin Sopir Angkutan Umum 
Hasbullah Aparat Desa Manjalling 
Nurjannah Warga Bajeng Barat 
Dg. ngai Warga Desa Borimatangkasa 
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AKHMAD NUR HANIF, adalah Mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin, Filsafat dan Politik Jurusan Ilmu Politik UIN 
Alauddin Makassar. Dia merupakan  anak keempat dari Lima 
bersaudara pasangan  Bapak  Drs. H ABD Majid dan Ibu Dra Hj. Nirmala 
Syahadat.  Pada tanggal 24 Maret 1993 dia dilahirkan di Ujung Pandang.   
 SD negeri limbung putri adalah merupakan tempat dimana ia mulai 
mengenyam pendidikan formal, kemudian pada tingkat SLTP dan SLTA, 
Madrasa sultanhasanuddin dan SMK Negeri 1 Limbung menjadi tempat ke dua 
dan ke tiga kalinya ia mengenyam pendidikan formal melalui bangku sekolah. 
Dan Di madrasa sultanhasanuddin lah dia pertama kalinya mengenal dunia 
organisasi dengan bergabung di  penggalang Pramuka. 
 Dalam kesehariannya, tercatat sebagai mahasiswa yang aktif dan banyak 
terlibat dalam kegiatan keorganisasian baik intra maupun ekstra kampus. 
Mengikuti LK I Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan 
Hukum Angkatan 147 pada tahun 2011,   selain itu, juga mengikuti Latihan Dasar 
Kepemimpinan (LDK) Tingkat I Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT) 
pada tahun 2011 
 Belajar adalah investasi tercerdas yang bisa kita lakukan. Karena investasi 
kita akan kembali dengan jumlah yang ratusan bahkan ribuan kali lebih besar dari 
sebelumnya. Kesuksesan itu tidak ditentukan oleh tempat dimana kita berpijak, 
tapi kesuksesan itu ditentukan bagaimana kita melangkah. Hal yang paling 
berharga dalam hidup ialah sebuah proses, proses dalam pendewasaan guna 
menemukan sang Aku yang sejati. 
